Perlindungan Konsumen terhadap Pelaku Usaha Wanprestasi by Ramadhani, Nurfajryanti
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP WANPRESTASI
PELAKU USAHA
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar.
Oleh
NURFAJRYANTI RAMADHANI
NIM: 10500112072
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016
ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini 
menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika 
dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh 
orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya 
batal demi hukum.
Makassar,  Juni 2016
Penyusun,
NURFAJRYANTI RAMADHANI
NIM: 10500112072
iii
iv
KATA PENGANTAR
Sepatutnyalah sebagai penulis mencurahkan segala puja dan puji syukur atas kehadirat 
Allah Swt atas berkah dan Rahmatnya sehingga penulisa masih dapat merasakan 
kenikmatan dan ilmunya sehingga penulisan ini dapat terselesaikan sesusai dengan 
harapan penulis.  Shalawat dan taslim atas junjungan  Nabi besar Muhammad SAW, 
atas junjungannyalah kita manusia dapat merasakan cahay imam dan islam di muka 
bumi ini, serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan setinggi-
timgginya kepada segenap pihak yang turut andil dalam memberikan support sehingga 
menjadi nilai tersendiri atas rampungnya karya ini, terkhusus kepada;
1. Yang mulia kedua orang tua penulis, Ayahanda dan Ibunda yang karena 
segala curahan kasih sayang serta segenap perhatiannya kepada penulis sejak dari 
kandungan hingga waktu yang tak tentu, penulis tak sanggup tuk membalasnya 
sampai kapanpun.
2. Ayahanda Prof.Dr. Musafir Pababbari,M.si selaku Rektor UIN Alauddin 
Makassar dan segenap Pembantu Rektor yang dengan kebijaksanaannyalah, 
sehingga penulis merasa diri sebagai warga kampus insan akdemisi.
3. Ayahanda Prof.Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas 
Syari’ah dan Hukum serta segenap jajarannya yang telah memberikan kemudahan 
serta fasilitas dalam hal penyusunan skripsi ini.
4. Ibunda Istiqamah, S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan dan Ayahanda Rahman 
Syamsuddin, S.H.,M.H selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum, atas bimbingan 
arahan dan kesabarannya dalam mengarahkan penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan semua program yang telah direncanakan.
5. Ibunda Erlina, S.H.,M.H dan Ayahanda Prof.Dr.A.Qadir Gassing HT.MS
masing-masing selaku pembimbing penulis, yang senantiasa menyisihkan 
sebagian waktunya untuk efektifitas penulisan skripsi tersebut.
v6. Teman-teman Ilmu Hukum 1,2 & 3,4 terutama Restami Milana SH, Siti Sarah 
SH, Surya Ramadhani SH, Muflika Nur Hajar Aswad SH, dan Alfridha Haulaini 
SH yang senantiasa memberikan apresiasi dan sumbangsi pemikirannya
7. Kakanda Emir Fahd SH, yang tidak pernah lelah membantu saya dalam segala 
hal pada penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman All I Ask yang tercinta Andi Putri Nur Intan, Deslyana Putri, 
Andi Nurul Azmi, Maghfira Haris dan Amelia Ramadhana yang tak henti-
hentinya memberikan saya semangat dalam penyusunan skripsi ini.  
Akhirnya, lebih dari segala kemuliaan, penulis panjatkan kepada Ilahi Rabbi 
Tuhan yang senantiasa membimbing jalan hidup ini untuk meraih segala kebaikan 
dan kepadanyalah penulis sandarkan segala pengharapan. Semoga dapat 
bermanfaat baik terhadap pribadi penulis terlebih kepada khayalak banyak yang 
menjadi suatu amalan jariyah yang tak ternilai harganya.
Penulis,
Nurfajryanti Ramadhani
vi
                               DAFTAR ISI
JUDUL................................................................................................................ i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ............................................................ ii
PENGESAHAN SKRIPSI.................................................................................. iii
KATA PENGANTAR ........................................................................................ iv
DAFTAR ISI ......................................................................................................vi
ABSTRAK..........................................................................................................viii
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .................................................................1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.............................................4
C. Rumusan Masalah............................................................................5
D. Kajian Pustaka .................................................................................6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....................................................7
BAB II. TINJAUAN TEORITIS
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen...................8
B. Tinjauan umum tentang Undang-undang nomor 8 tahun 1999               
tentang Perlindungan Konsumen .....................................................13
C. Tinjauan Umum Wanprestasi ..........................................................21
D. Kerangka Konseptual .......................................................................26
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .............................................................27
B. Pendekatan Penelitian .....................................................................27
C. Sumber Data ...................................................................................28
D. Metode Pengumpulan Data..............................................................28
E. Instrumen Penelitian ........................................................................29
F. Teknik Pengolahan dan Analisis......................................................29
G. Pengujian Keabsahan Data .............................................................30
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ...............................................31
1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .................................31
2. Pengadilan Negeri Kelas I A Makassae.....................................33
B. Aturan Hukum Tentang Penyelesaia Sengketa Konsumen .............34
1. Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK .....................................34
2. Penyelesaian Sengketa Melalu Pengadilan Negeri...................43
C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen.....................47
vii
BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan ......................................................................................60
B. Saran ................................................................................................60
DAFTAR PUSTAKA........................................................................................61
LAMPIRAN ...................................................................................................64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ........................................................................65
viii
ABSTRAK
Nama : Nurfajryanti Ramadhani
NIM : 10500112072
Judul : Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku 
Usaha 
Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang perlindungan konsumen terhadap 
wanprestasi pelaku usaha. Hal ini dilatar belakangi pada realita yang terjadi 
ditengah masyarakat bahwa terdapat beberapa pelaku usaha yang melakukan hal 
merugikan konsumen. Hak-hak konsumen sering diabaikan oleh pelaku usaha, 
dengan kata lain, pelaku usaha belum melakukan kewajibannya kepada konsumen 
dengan baik. Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat 
mengajukan gugatan ke BPSK, tapi seringkali konsumen belum bisa menerima 
putusan hakim sehingga melanjutkannya ke tingkat banding yaitu di Pengadilan 
Negeri.
Dari latar belakang tersebut maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu 
bagaimanakah aturan hukum tentang penyelesaian sengketa konsumen dan 
bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. 
Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) sumber data yaitu data Primer adalah data 
yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara di lapangan atau 
lokasi penelitian dan yang kedua adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh 
atau dikumpulkan melalui beberapa literatur atau studi kepustakaan. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu observasi 
dan wawancara.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen pada BPSK 
berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang 
perlindungan konsumen sedangkan pada pengadilan negeri kurang objektif dalam 
menyelesaikan sengketa konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha wanprestasi 
dapat dilakukan dengan melanjutkan/membatalkan perjanjian dan mengganti 
kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi tersebut.
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1     BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan 
bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan 
perlindungan hukum antar konsumen dengan produsen. Tidak adanya 
perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang 
lemah. Terlebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis 
produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang 
monopolistis tersebut. Hal ini tentu saja akan merugikan konsumen.
Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul 
sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan 
konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan oleh produsen. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara para pihak 
tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak puas, 
karena terkadang para pihak penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai 
dengan harapannya. Apabila pembeli, dalam hal ini konsumen tidak menerima 
barang atau jasa sesuai dengan yang diperjanjikan, maka produsen dapat 
dikatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami 
kerugian.
Wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian merupakan kelalaian 
untuk memenuhi syarat yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini biasanya lebih 
banyak dialami oleh pihak yang lemah/memiliki ketergantungan yang tinggi 
terhadap pihak lainnya. Karena persyaratan tersebut berat sebelah/lebih 
memberatkan kepada pihak yang lemah. Hal ini disebabkan karena persyaratan-
persyaratan tersebut telah dituangkan kedalam suatu perjanjian baku. Perjanjian 
2yang demikian sudah lazim dipergunakan dan memegang peranan penting dalam 
hukum bisnis yang pada umumnya dilandasi oleh nilai-nilai yang berorientasi 
pada efesiensi.1
Disamping wanprestasi, kerugian dapat pula terjadi diluar hubungan 
perjanjian, yaitu jika terjadi perbuatan melanggar hukum, yang dapat berupa 
adanya cacat pada barang atau jasa yang mengakibatkan kerugian konsumen, 
baik itu karena rusak atau musnahnya barang itu sendiri, maupun kerusakan atau 
musnahnya barang akibat cacat pada barang itu. Selain disebabkan karena
wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum, kerugian yang dialami konsumen 
selama ini juga banyak disebabkan karena konsumen kurang kritis terhadap 
barang-barang yang ditawarkan, sehingga kerugian yang dialami konsumen 
tidak hanya kerugian finansial, akan tetapi juga dapat merugikan kesehatan atau 
keselamatan hidup konsumen sendiri. Kemungkinan kerugian konsumen 
tersebut akan semakin bertambah lagi jika barang-barang/jasa yang beredar 
dalam masyarakat tidak menggunakan merek secara teratur, terutam jika terjadi 
pemalsuan-pemalsuan merek tertentu yang memungkinkan suatu merek 
dipergunakan pada beberapa barang sejenis, namun dengan kualitas berbeda, 
sehingga diantara barang-barang tersebut ada yang mungkin akan merugikan 
konsumen yang kurang kritis.
Perlindungan atas kepentingan konsumen tersebut diperlukan karena 
pada umumnya konsumen selalu berada pada pihak yang dirugikan. 
Perlindungan hukum terhadap konsumen itu sendiri dilaksanakan berdasarkan 
asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 
Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang 
                                                          
1Peter Mahmud Marzuki, Pembaruan Hukum Ekonomi Indonesia, Universitas Airlangga 
Surabaya, tanpa tahun, h. 8.
3dirumuskan sebagai berikut “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, 
kepastian, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta 
kepastian hukum”. Asas-asas tersebut ditempatkan sebagai dasar baik dalam 
merumuskan peraturan perundang-undangan  maupun dalam berbagai kegiatan 
yang berhubungan dengan perlindungan terhadap konsumen. 
Menurut Setiawan:
“Perlindungan konsumen mempunyai 2 (dua) aspek yang bermuara pada praktik 
perdagangan yang tidak jujur (unfair trade practices) dan masalah keterikatan 
pada syarat-syarat umum dalam suatu perjanjian”.2
Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pelaku usaha tersebut harus 
ditingkatkan, dengan demikian hak-hak konsumen akan mudah terpenuhi, 
karena kewajiban pelaku usaha merupakan hak bagi konsumen. Namun pada 
kenyataannya, hak-hak konsumen sering diabaikan oleh pelaku usaha, dengan 
kata lain, pelaku usaha belum melakukan kewajibannya kepada konsumen 
dengan baik. 
Selalu ada kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang dari produsen-
pelaku usaha atas barang-barang produknya yang diedarkan kepada konsumen. 
Oleh karena itu, konsumen harus mendapat penggantian atas kerugian karena 
mengkonsumsi produk yang diedarkan.
Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan 
mengangkatnya menjadi suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul:
“Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
                                                          
2 Informasi Media, Pengertian Perlindungan Konsumen diakses dari:
http://belajarhukumperdata.blogspot.co.id/2014/07/perlindungan-konsumen.html, pada tanggal 14 
januari 2016, pukul 22.00 WITA
41. Fokus Penelitian
Fokus masalah dalam penelitian ini secara umum adalah bagaimana 
perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha wanprestasi transaksi jual beli.
2. Deskripsi Fokus
Judul skripsi ini adalah “Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi 
Pelaku Usaha”, dan untuk memahami judul skripsi ini, maka terlebih dahulu 
penulis mendeskripsikan kata-kata atau istilah yang terdapat dalam judul skripsi 
ini.
Kata “Perlindungan Konsumen” perlindungan adalah memberikan 
pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 
perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 
menikmati semua hak-hak yang diberikan. Sedangkan Konsumen adalah setiap 
orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan 
tidak untuk diperdagangkan.3
Kata “Pelaku Usaha” menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, 
baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia, baik 
sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian.
                                                          
3 Informasi Media, Pengertian Perlindungan, Konsumen diakses 
dari:http//id.m.wikipedia.org/2012/6/pengertian-perlindungan-konsumen.html3, pada tanggal 22 juni 
2015, pukul 18.18 WIB
5Kata “Wanprestasi” merupakan tidak dilaksanakannya prestasi atau 
kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-
pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.4
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut:
1. Bagimanakah aturan hukum tentang penyelesaian sengketa konsumen?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen?
D. Kajian Pustaka
Menurut Agnes M. Toar mendefinisikan tanggung jawab produk ialah 
tanggung jawab produsen untuk produk yang telah dibawahnya kedalam 
peredaran, yang menimbulkan/menyebabkan kerugian karena cacat yang 
melekat pada produk tersebut.5
Menurut Roszkowski mengatakan bahwa tanggung jawab produk dan 
perlindungan konsumen merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, tetapi 
hanya dapat dibedakan dimana tanggung jawab produk merupakan sebagian dari 
cakupan perlindungan konsumen.6
Dari definisi diatas tampak bahwa tanggung jawab produsen-pelaku 
usaha atas timbulnya kerugian pada pihak konsumen sebagai akibat dari 
produknya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
                                                          
4Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 
2014), h. 241.
5Agnes M. Toar, Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa 
Negara (Bandung: BPHN-Binacipta, 2014), h.105.
6Mark E. Rowszkowski, Hukum Prinsip Bisnis (Medan: Bina Media, 2000), h.436.
6tentang Perlindungan Konsumen yang dimana pasal 7 huruf d yaitu menjamin 
mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan 
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. 
Produsen tidak hanya diartikan sebagai pelaku usaha pembuat/pabrik 
yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan 
penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan 
perkataan lain, dalam konteks perlindungan konsumen , produsen diartikan 
secara luas.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah:
a. Untuk mengetahui tentang aturan hukum penyelesaian sengketa konsumen.
b. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.
2. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:
a. Bagi Almamater UIN Alauddin
Untuk menambah/memperkaya koleksi karya-karya ilmiah yang dapat dijadikan 
sebagai literatur atau acuan bagi yang ingin memperkaya wawasan mengenai 
masalah yang dibahas skripsi ini.
b. Bagi pemerintah dan instansi terkait
Diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran untuk lebih    mengoptimalkan 
perlindungan konsumen mengenai wanprestasi pelaku usaha.
7c. Bagi peneliti
Dapat menambah pengetahuan, wawasan keilmuan serta memberikan 
pengalaman khususnya mengenai; a) aturan hukum penyelesaian sengketa 
konsumen; b) bagaimana tanggung jawab pelaku usaha wanprestasi.
d. Bagi kemajuan ilmu pengetahuan
Memberi kontribusipemikiran yang signifikan terhadap perkembangan ilmu 
pengetahuan, khususnya di bidang hukum perdata.
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8    BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen
Awal terbentuknya Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen yang disepakati oleh DPR pada (tanggal 30 Maret 
1999) dan disahkan Presiden RI pada tanggal 20 April 1999 (LN No. 42 
Tahun 1999). Berbagai usaha dengan memakan waktu, tenaga dan pikiran 
yang banyak telah dijalankan berbagai pihak yang berkaitan dengan 
pembentukan hukum dan perlindungan konsumen. Baik dari kalangan 
pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat. YLKI, bersama-sama 
dengan perguruan-perguruan tinggi untuk mewujudkan undang-undang 
Perlindungan Konsumen ini. Penyusunan naskah-naskah penelitian, 
pengkajian naskah akademik Rancangan Undang-Undang (Perlindungan 
Konsumen). Kegiatan-kegiatan tersebut dimulai antara lain:
a) Pembahasan masalah Perlindungan Konsumen (dari sudut ekonomi oleh 
Bakir  Hasan  dan dari sudut hukum oleh Az. Nasution) dalam Seminar 
Kelima Pusat Study Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Indonesia 
(tanggal 15-16 Desember 1975) sampai dengan penyelesaian akhir Undang-
Undang ini pada tanggal 20 April 1999.
b) Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Penelitian 
tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia (tahun 1979-1980).
c) BPHN – Departemen Kehakiman, Naskah Akademik Peraturan Perundang-
undangan tentang Perlindungan Konsumen (tahun 1980-1981).
9d) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Perlindungan Konsumen Indonesia, 
suatu sumbangan pemikiran tentang rancangan Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen (tahun 1981).
e) Departemen Perdagangan RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, RUU tentang Perlidungan Konsumen (tahun 1997).
f) DPR RI, RUU Usul Inisiatif DPR tentang Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen (tahun 1998).
Salah satu pokok kesimpulan seminar Kelima Universitas Indonesia 
tersebut berbunyi “Agaknya dalam kerangka ini mutlak perlu suatu Undang-
Undang Perlindungan Konsumen, dan seharusnya Undang-Undang ini 
memberikann perlindungan pada masyarakat konsumen.” Akhirnya, 
didukung oleh perkembangan politik dan ekonomi di Indonesia (1997-1999), 
semua kegiatan tersebut berujung disetujuinya UU Tentang Perlindungan 
Konsumen yang terdiri dari 15 Bab dan 65 pasal dan mulai berlaku efektif 
sejak 20 April 2000. Ternyata dibutuhkan waktu 25 tahun sejak gagasan awal 
hingga Undang-Undang ini disahkan (1975-2000). Perlindungan konsumen 
adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang 
diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya 
dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.
Istilah konsumen ini berasal dari alih bahasa dari kata consumer
(Inggris- Amerika), atau consumen/konsument (Belanda). Pengertian 
consumer dan consument ini hanya bergantung dimana posisi ia berada. 
Secara hafiah arti kata consumer itu adalah (lawan dari produsen), setiap 
orang yang menggunakan barang dan jasa. Tujuan penggunaan barang dan 
jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna 
tersebut, begitu pula Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti kata 
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consumer sebagai pemakai atau konsumen. Konsumen umumnya diartikan 
sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan pada mereka, yaitu 
setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk 
diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi dan menurut pasal 1 angka 2 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 
menyebutkan bahwa:
”Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”
Hukum perlindungan konsumen ini mendapatkan landasan hukumnya 
dari Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan, Alinea ke-4 yang berbunyi: 
”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara 
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia.” Umumnya, sampai 
sekarang ini orang bertumpu pada kata ”segenap bangsa” sehingga ia diambil 
sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia (asas persatuan 
bangsa). Akan tetapi disamping itu, dari kata ”melindungi” terkandung pula 
asas perlindungan (hukum) pada segenap bangsa tanpa ada kecualinya, ini 
artinya baik laki-laki maupun perempuan, orang kaya atau orang miskin, 
orang kota atau orang desa, orang asli atau keturunan, dan pengusaha atu 
konsumen. 
Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah 
mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen 
dan hukum perlindungan konsumen. Oleh Az. Nasution menjelaskan bahwa 
kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah 
bagian dari hukum konsumen. Menurut beliau hukum konsumen adalah: 
”Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan 
dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang 
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dan atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup.”1 Dan Sedangkan hukum 
perlindungan konsumen adalah : ”Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah 
hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan 
masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.”
Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan 
konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum 
konsumen, dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum 
konsumen dapat diartikan sebagai seluruh peraturan hukum yang mengatur 
hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul 
dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.
Az. Nasution menambahkan bahwa Hukum perlindungan konsumen 
inilah yang menjembatani permasalahan yang timbul tersebut. Hukum 
perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang 
memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga 
mengandung sifat yang melindungi konsumen.2
Menurut Mochtar Kusumaatmaja hukum perlindungan konsumen 
adalah  keseluruhan asas-asasdan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan 
melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para 
penyedia barang dan/atau jasa konsumen.
                                                          
1 Informasi Media, Sejarah Perlindungan Konsumen diakses dari:http://wenjack-
perlindungankonsumen.blogspot.co.id/ pada tanggal 14 januari 2016, pukul 23.00 WITA
2Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Cet. 2, (Jakarta: Diadit 
Media, 2002), h. 22
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Perlindungan konsumen secara umum juga diatur dalam firman Allah 
SWT dalam QS Al-Baqarah/2: 168
 ْﻢَُﻜﻟ ُﮫﱠِﻧإ ۚ ِنَﺎﻄْﯿ ﱠﺸﻟا ِتاَُﻮﻄُﺧ اﻮُِﻌﺒﱠَﺘﺗ َﻻَو ًﺎﺒﱢَﯿط ًﻻَﻼَﺣ ِضَْرْﻷا ِﻲﻓ ﺎ ﱠﻤِﻣ اُﻮﻠُﻛ ُسﺎﱠﻨﻟا َﺎﮭﱡَﯾأ َﺎﯾ
 ٌﻦِﯿﺒُﻣ ﱞوُﺪَﻋ
Terjemahnya:
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat 
di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena 
sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.3
Dalam surah Al-Baqarah ayat 2 menjelaskan bahwa makanan yang 
halal dan baik menjadi syarat utma bagi kesucian amal yang akan diterima 
oleh Allah. Penjelasan mengenai segala sesuatu yang halal dan haram telah 
dijabarkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Orang yang beriman 
diperintahkan agar segala amalnya bersih, jiwa dan hatinya digerakkan oleh 
kekuatan darah yang bersih, sumber makanannya pun harus halal. Selain itu 
tidak mengenakan pakaian dan perhiasan apapun yang bersumberkan dari 
sesuatu yang haram. Pesan moral yag terkandung dalam ayat tersebut diatas 
mengandung nilai yang memberikan perintah atau seruan kepada setiap 
manusia untuk memperoleh makanan dari cara yang halal.
Berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan 
jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. 
Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi 
perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal 
dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-
akibat dari pemakaian barang jasa tersebut.
                                                          
3Kementrian agama RI, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid (Jawa Barat, Sygma creative 
media corp, 2014), h. 25
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Kedudukan seorang konsumen tidak seimbang dengan pelaku usaha, 
hal ini dapat dilihat dari faktor ekonomi pelaku usaha yang lebih tinggi
dibandingkan konsumen. Keadaan seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia 
melainkan di negara-negara maju dan berkembang lainnya. Hal ini telah
menjadi permasalahan yang terus dipelajari agar ditemukan jalan yang 
terbaik dalam menyelesaikannya.
B. Tinjauan umum tentang Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen
Hukum perlindungan kosumen memberikan penjelasan yang lebih
terhadap konsumen mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh konsumen
dalam melakukan hubungan hukum dengan pelaku usaha. Hubungan hukum 
yang tercipta antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan 
hukum yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Secara umum 
konsumen haruslah dapat mengetahui tentang definisi seorang konsumen, 
pelaku usaha, dan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dan pelaku usaha
tersebut.
Berdasarkan undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen memberikan kepastian hukum untuk melindungi hak- hak 
konsumen. Undang-undang tersebut juga memberikan harapan agar pelaku 
usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. 
Dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen beserta perangkat 
hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi berimbang, dan mereka 
pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan 
atau dilanggar oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen yang dijamin oleh 
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undang-undang ini adalah adanya kepastian hukum yang meliputi segala 
upaya berdasarkan atas hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh 
atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta 
mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku 
usaha penyedia kebutuhan konsumen. 
Setelah mengetahui definisi hukum konsumen dan hukum
perlindungan konsumen, maka dapat diketahui definisi hukum konsumen 
lebih luas bila dibandingkan dengan hukum perlindungan konsumen. Hukum
perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari hukum konsumen 
yang melindungi hak- hak konsumen. Dengan banyaknya peraturan 
perundang-undangan yang mengatur hukum konsumen maka dalam 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari harus sejalan dengan hukum
perlindungan konsumen yang telah ada. Oleh karena itu di dalam Pasal 64 
Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
disebutkan bahwa: ”Segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang 
bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang- undang 
ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.”
Pasal ini menjelaskan hubungan hukum yang harmonis antara hukum
konsumen dengan hukum perlindungan konsumen. Peraturan perundang-
undangan yang mengatur perlindungan konsumen tetap berlaku selama tidak 
bertentangan dan belum diatur dalam UUPK.
1. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen
UUPK memberikan perlindungan kepada konsumen bersama-sama
dengan pelaku usaha berdasarkan atas asas-asas yang relevan dengan 
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pembangunan nasional. Asas-asas ini telah diatur di dalam Pasal 2 UUPK. 
Adapun asas-asas tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:4
1) Asas Manfaat
Asas ini mengamanatkan penyelenggaraan perlindungan konsumen harus 
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan 
pelaku usaha secara keseluruhan.
2) Asas Keadilan
Asas ini dimaksudkan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara 
maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha 
untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3) Asas Keseimbangan
Asas ini memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku 
usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.
4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
Asas ini ditujukan agar konsumen terjamin dalam hal keamanan, keselamatan 
dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 
dikonsumsi.
5) Asas Kepastian Hukum
Asas ini dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha mematuhi hukum 
yang ada, dapat memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan 
konsumen dan negara menjamin kepastian hukum atas hal tersebut.
2. Hak Dan Kewajiban Konsumen
John F. Kennedy mengemukakan pendapatnya tentang hak-hak yang
dimiliki seorang konsumen, yaitu:5
                                                          
4 Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Perlindungan Konsumen Indonesia , Cet.2, 
(Jakarta:2005),  h. 5.
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1) Hak untuk memoperoleh keamanan;
2) Hak untuk memilih;
3) Hak untuk mendapatkan informasi;
4) Hak untuk didengar.
Adapun hak-hak konsumen yang disebutkan dalam Undang undang 
No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:
1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi     
barang dan/atau jasa;
2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau 
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 
dijanjikan;
3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
barang dan/atau jasa;
4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 
digunakan;
5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif;
8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 
sebagaimana mestinya;
                                                                                                                                                              
5 Az. Nasution, Iklan  dan Konsumen (Tinjauan dari sudut hukum dan perlindungan  
konsumen) dalam manajemen dan usahawan Indonesia), Nomor 3, thn. XXII, LPM FE-UI, Jakarta 
1994, h. 23.
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9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
Kemudian disebutkan juga kewajiban-kewajiban  dari konsumen itu  
sendiri, yaitu :
1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 
secara patut.
3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
Secara tegas UUPK telah mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha. 
Di dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 diatur juga hak-hak yang dimiliki 
seorang pelaku usaha, yaitu:
1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 
beritikad tidak baik;
3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 
hukum sengketa konsumen;
4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan;
5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Pelaku usaha merupakan subjek hukum perlindungan yang vital dalam 
menerapkan hukum perlindungan konsumen dengan baik dan sempurna. 
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Pelaku usaha dalam memproduksi suatu barang ataupun jasa mempunyai 
suatu aturan yang telah diatur dalam UUPK. UUPK telah disebutkan di dalam 
definisinya tentang pelaku usaha. Pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK 
adalah pelaku usaha pabrikan, distributor dan jaringannya, serta juga 
termasuk para importir dan juga pelaku usaha periklanan.
Pelaku usaha pabrikan dan pelaku usaha distributor secara prinsip 
merupakan berbeda, tetapi undang-undang tidak membedakan kewajiban 
yang harus dipenuhi oleh kedua pelaku usaha tersebut, dan juga berbagai 
larangan yang dikenakan kepada kedua pelaku usaha tersebut. Terdapat 
perbedaan sedikit yang patut diperhitungkan, yaitu   sifat   saat   terbitnya   
pertanggungjawaban   terhadap   kegiatan   usaha  yang dilakukan masing-
masing pelaku usaha terhadap konsumen yang mempergunakan barang 
dan/atau jasa yang dihasilkan atau yang diberikan.6 Pertanggungjawaban yang 
diberikan pelaku usaha terhadap konsumen atas kesalahan pelaku usaha 
melanggar ketentuan undang-undang merupakan tanggung jawab yang berupa 
ganti rugi. 7 Hukum pembuktian menerangkan tentang hapusnya ataupun 
lahirnya suatu pertanggungjawaban dari suatu pelaku usaha dan beralihnya
pertanggungjawaban tersebut kepada pelaku usaha lainnya harus dibuktikan, 
agar tidak merugikan konsumen maupun pelaku usaha lainnya. Hal ini 
dimaksudkan agar tercipta suatu asas kepatutan dan keadilan, serta kepastian 
hukum untuk semua pihak.8
                                                          
6 Informasi Media, Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha dan 
Konsumen https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1016051123-3-bab%202.pdf, pada tanggal 15 januari 
2016, pukul 01.00 WITA
7 Informasi Media, Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha dan 
Konsumen https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1016051123-3-bab%202.pdf, pada tanggal 15 januari 
2016, pukul 01.00 WITA
8 Informasi Media, Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha dan 
Konsumen https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1016051123-3-bab%202.pdf, pada tanggal 15 januari 
2016, pukul 01.00 WITA
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Perbuatan yang dilarang untuk pelaku usaha telah diatur dalam 
UUPK. Perbuatan yang dilarang tersebut diatur dalam Bab IV yang terdiri 
dari 10 Pasal, diawali dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. Di dalam Bab IV 
dapat dilihat bahwa pada dasarnya larangan-larangan yang berlaku bagi 
pelaku usaha pabrikan juga diberlakukan bagi para pelaku usaha distributor, 
dan tidak semua larangan yang dikenakan bagi pelaku usaha distributor (dan 
jaringannya) dikenakan juga bagi pelaku  usaha  pabrikan.   
Pada dasarnya undang-undang tidak memberikan perlakuan yang
berbeda kepada masing-masing pelaku usaha yang menyelenggarakan 
kegiatan usaha tersebut, selama pelaku usaha tersebut menjalankan kegiatan 
usahanya tersebut secara benar dan memberikan informasi yang cukup, 
relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak menyesatkan 
konsumen yang akan mempergunakan atau memkai atau memanfaatkan 
barang dan jasa yang diberikan tersebut. Ketentuan Pasal 8 UUPK merupakan 
satu-satunya ketentuan umum yang berlaku secara umum mengenai larangan 
kegiatan usaha para pelaku usaha pabrikan ataupun distributor di Indonesia. 
Secara garis besar larangan yang tertuang dalam Pasal 8 UUPK dapat
dibagi ke dalam dua larangan pokok, yaitu:9
1. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan
standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan
konsumen Kelayakan produk suatu barang dan/atau jasa pada dasarnya 
berhubungan erat dengan karakteristik dan sifat dari barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan. Kelayakan produk harus dipenuhi atau dimiliki oleh
suatu barang dan/atau jasa tertentu sebelum barang dan/atau jasa tersebut
                                                          
9 Janus Sidabalok, Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung : PT. Citra
Aditya Bakti 2004), h. 75.
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diperdagangkan kepada masyarakat luas. Kelayakan produk tersebut
memenuhi suatu standar yang harus diketahui oleh masyarakat, standar
tersebut banyak yang sudah diketahui oleh masyarkat tetapi ada juga yang 
masih membutuhkan penjelasan yang lebih untuk hla tersebut. Oleh karena
itu dibutuhkan informasi yang lebih yang didapat tidak hanya dari pelaku 
usaha tetapi juga melalui sumber lain yang terpercaya.
2. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak
akurat, yang menyesatkan konsumen.Setiap konsumen mempunyai hak 
memilih dan menentukan barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsi, oleh
karena itu setiap konsumen membutuhkn informasi yang benar mengenai 
barang dan/atau jasa tersebut. Dalam pembuatan informasi tentang suatu 
barang dan/atau jasa perusahaan periklanan dan pelaku usaha harus jujur 
yaitu memberikan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan yang ada 
pada barang dan/jasa yang diperdagangkan. Undang-undang mengakui 
tentang adanya penjualan yang dilakukan secara lelang, penawaran dengan 
hadiah, atau penjualan barang dan/atau jasa yang tidak dalam keadaan yang 
tidak sempurna, dengan keadaan yang seperti ini maka dapat dikatakan 
bahwa kedudukan konsumen berada pada posisi yang kurang diuntungkan 
dibandingkan dengan posisi pelaku usaha sebab keterbatasan konsumen 
dalam menentukan barang dan/atau jasa yang layak menjadi terbatas.
C. Tinjauan Umum Wanprestasi
Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti 
prestasi buruk. Klausula wanprestasi merupakan suatu hal yang penting 
untuk dicantumkan dalam suatu perjanjian
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R. Subekti, menguraikan arti dari kata wanprestasi sebagai berikut: 
“Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan akan 
dilakukannya, maka dikatakan bahwa ia melakukan wanprestasi. Ia adalah 
alpa atau lalai atau bercidera janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, 
yaitu apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh 
dilakukannya.” Pengertian umum mengenai wanprestasi menurut R. 
Sardjono: “Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana si berutang tidak 
melakukan apa yang dijanjikan untuk dilakukan atau melanggar 
perjanjian dalam hal diperjanjikan bahwa si debitur tidak boleh melakukan
sesuatu hal, sedangkan ia telah melakukannya”.
Sedangkan R. Wirjono Prodjodikoro, merumuskan wanprestasi 
sebagai “ketiadaan suatu prestasi”, dimana prestasi yang dimaksudkan 
disini adalah prestasi dalam hukum perjanjian yang berarti sebagai suatu 
hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Beliau juga 
memberikan istilah “ketiadaan pelaksanaan janji” untuk wanprestasi.
Seorang debitur yang lalai berarti melakukan wanprestasi ini dapat
digugat di muka hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang 
merugikan kepada tergugat itu. 10 Akan tetapi karena wanprestasi 
(kelalaian) ini mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus
ditetapkan lebih dahulu apakah  si debitur (si berutang) itu melakukan
wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus
dibuktikan di muka Hakim.
Wanprestasi adalah kelalaian debitur untuk memenuhi
kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk 
menentukan kapan seseorang harus melakukan kewajibannya dapat dilihat 
                                                          
10 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. 26, (Jakarta: Intermasa, 1994), h. 146.
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dari isi perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian biasanya diatur 
kapan seseorang harus melaksanakan kewajibannya, seperti menyerahkan 
sesuatu barang atau melakukan sesuatu perbuatan. Apabila debitur tidak 
melakukan apa yang diperjanjikannya, maka ia telah melakukan 
wanprestasi. 
Sanksi yang dapat dikenakan atas debitur yang lalai atau alpa ada 
empat macam, yaitu:11
1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan dinamakan ganti-
rugi; 
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko; 
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.
Ganti rugi sering dirinci dalam tiga unsur12: biaya, rugi dan bunga. 
1. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah 
dikeluarkan oleh satu pihak. Contoh nya jika seorang sutradara mengadakan 
suatu perjanjian dengan pemain sandiwara untuk mengadakan suatu 
pertunjukan dan pemain tersebut tidak datang sehingga pertunjukan terpaksa 
dibatalkan, maka yang termasuk biaya adalah ongkos cetak iklan, sewa 
gedung, sewa kursi dan lain-lain. 
2. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur 
yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Misalnya rumah yang baru 
diserahkan oleh pemborong ambruk karena salah konstruksinya, hingga 
merusak perabot rumah. 
                                                          
11 R.Subekti, Hukum Perjanjian, cet. 19, (Jakarta: PT. Intermasa, 2002)
12 R.Subekti, Hukum Perjanjian, cet. 19, (Jakarta: PT. Intermasa, 2002) h. 46.
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3. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah 
dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Misalnya, dalam hal jual beli 
barang, jika barang tersebut sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari 
harga pembeliannya. 
Dalam soal penuntutan ganti rugi, oleh undang-undang diberikan 
pembatasan mengenai apa yang dapat dituntut sebagai ganti rugi. Dalam 
hal ini Undang-undang memberikan perlindungan bagi si debitur yang 
lalai terhadap tindakan kreditur meminta ganti rugi. Seperti yang diatur 
dalam beberapa pasal dalam KUH Pdt sebagai berikut:
Pasal 1248 KUHPer menentukan : 
“Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu 
daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga, sekedar mengenai 
kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang 
baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak 
dipenuhinya perjanjian”
Pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak 
kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Pembatalan perjanjian 
karena kelalaian debitur diatur dalam pasal 1266 KUHPdt yang mengatur 
mengenai perikatan bersyarat, yang berbunyi: 
“Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian 
yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. 
Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan 
harus dimintakan kepada hakim.Permintaan ini juga harus dilakukan, 
meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan 
dalam perjanjian.Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim 
leluasa menurut keadaan atas permintaan si tergugat, untuk memberikan 
suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu 
mana tidak boleh lebih dari satu bulan”. 
Pembatalan perjanjian itu harus dimintakan kepada hakim, bukan 
batal secara otomatis walaupun debitur nyata-nyata melalaikan kewajibannya. 
Putusan hakim itu tidak bersifat declaratoir tetapi constitutif, secara aktif 
membatalkan perjanjian itu. Putusan hakim tidak berbunyi “Menyatakan 
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batalnya perjanjian antara penggugat dan tergugat” melainkan, “Membatalkan 
perjanjian”.13
Sebagai sanksi ketiga atas kelalaian seorang debitur disebutkan dalam 
pasal 1237 KUHPdt. Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika 
terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa 
barang yang menjadi objek perjanjian.   
Menurut pasal 1460 KUHPdt, maka resiko dalam jual beli barang 
tertentu dipikulkan kepada si pembeli, meskipun barangnya belum 
diserahkan. Penjual yang terlambat menyerahkan barangnya, maka kelalaian 
ini diancam dengan mengalihkan resiko tadi dari si pembeli kepada si 
penjual. Jadi dengan lalainya sipenjual, resiko itu beralih kepada dia. 
Tentang Pembayaran ongkos biaya perkara sebagai sanksi keempat 
bagi seorang debitur yang lalai adalah tersimpul dalam suatu peraturan 
hukum acara, bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya 
perkara. 
Seorang debitur yang lalai tentu akan dikalahkan kalau samapai 
terjadi suatu perkara di depan Hakim.14 Pihak Debitur yang dikalahkan 
dengan keputusan hakim itulah yang menanggung biaya perkara itu, 
disamping juga mengganti kerugian kepada pihak kreditur atas 
wanprestasi  yang dilakukannya.
Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati 
dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur karena dua 
kemiungkinan alasan yaitu:15
                                                          
13 R.Subekti, Hukum Perjanjian, cet. 19, (Jakarta: PT. Intermasa, 2002) h. 51.
14 R.Subekti, Hukum Perjanjian, cet. 19, (Jakarta: PT. Intermasa, 2002) h. 51.
15 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 
2014) h. 241.
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a) Kesengajaan maupun kelalaian; dan
b) Keadaan memaksa (force majure), diluar kemampuan debitur, jadi debitur 
tidak bersalah.
Menurut kamus Hukum, Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, 
cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan 
demikian, Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur 
(berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah 
ditetapkan dalam suatu perjanjian.16
Menurut Prodjodikoro, Wanprestasi adalah tidak adanya suatu 
prestasi dalam perjanjian, ini berarti bahwa suatu hal harus dilaksanakan 
sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam istilah bahasa Indonesia dapat dipakai 
istilah pelaksanaan janji untuk prestasi, sedangkan ketiadaan pelaksanaan 
janji untuk wanprestasi
                                                          
16 Kamus Hukum (Bandung: Citra Umbara, 2008) h. 212.
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D. Kerangka Konseptual
   
Tinjauan yuridis perlindungan konsumen terhadap wanprestasi pelaku 
usaha
Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Kitab Undang-undang Hukum dagang
Hukum Islam
Penyelesaian Sengketa 
Konsumen
- Gugatan melalui BPSK
- Gugatan melalui 
Pengadilan Negeri
Tanggung Jawab Pelaku 
Usaha Terhadap 
Konsumen
- Melanjutkan/membatal
kan perjanjian
- Ganti rugi
Terwujudnya Keseimbangan Perlindungan Konsumen dan 
Pelaku usaha.
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         BAB III
   METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
a. Jenis Penelitian:
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan 
(field research), yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian 
antara teori dan praktik dengan menggunakan data primer mengenai 
perlindungan konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha Studi Kasus BPSK 
dan Pengadilan Negeri Makassar.
b. Lokasi Penelitian
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan 
dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis 
melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Makassar. 
Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di BPSK dan Pengadilan 
Negeri Makassar. Penulis memilih lokasi tersebut karena menilai instansi 
tersebut terkait dalam proses penyelesaian sengketa terhadap pelaku usaha 
wanprestasi.
B. Pendekatan Penelitian
Dalam rangka pendekatan pada obyek yang diteliti serta pokok 
permasalahan, maka spesifikasi pada penelitian ini adalah penelitian yang 
bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan-
peraturan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek 
pelaksanaan dalam penyelesaian sengketa di BPSK dan Pengadilan Negeri 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999.
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C. Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara 
dengan pihak yang berkompeten, narasumber, dan pihak-pihak terkait dengan 
penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi 
penelitian, literatur, serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan 
materi yang dibahas. Data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang dikumpulkan berdasarkan 
topik permasalahan yang telah dirumuskan:1
a. Bahan hukum primer, berupa Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen.
b. Bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil penelitian, internet, buku, artikel 
ilmiah, dan lain-lain.
c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan KBBI.
D. Metode Pengumpulan Data
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:
a. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang 
berhubungan dengan masalah yang penyusun teliti.
b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan 
terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih 
                                                          
1 Johnny Ibrahim,  Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang : Bayumedia 
Publishing, 2006),  h. 392. 
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dahulu. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan majelis di BPSK 
Kota Makassar.
c. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala 
yang tampak pada obyek penelitian. Metode observasi ini, digunakan untuk 
mengumpulkan data tentang pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap 
pelaku usaha wanprestasi dalam penyelesaian perkara perdata di BPSK dan 
Pengadilan Negeri Makassar.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data – data 
penelitian saat sesudah memesuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah 
wawancara, dokumen, dan observasi. Instrument penelitian inilah yang akan 
mengali data dari sumber – sumber informasi.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis
Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun 
data sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang yang 
dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan 
dengan jalan memberikan penilaian perlindungan konsumen terhadap 
wanprestasi pelaku usaha. Kemudian data dipaparkan secara deskriptif yaitu 
dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta 
penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.
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G. Pengujian Keabsahan Data
Dalam menguji data dan materi yang disajikan dipergunakan materi 
sebagai berikut:
a) Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip atau 
memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum.
b) Deduktif yaitu pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.
1
                                                                            32
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Secara legal term pengertian BPSK diatur dalam UU No.8 Tahun
1999Tentang Perlindungan Konsumen dan dalam Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdangangan menyebutkan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen selanjutnya dalam keputusan ini disebut BPSK adalah badan yang
bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dan
Konsumen.1 Dalam pembahasan BPSK erat kaitannya dengan pelaku usaha dan
konsumen. Maka, hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas–asas dan
kaidah–kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak
satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan
hidup.2
Sedangkan menurut istilah (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) BPSK
merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk diatur dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau
perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.3 Undang-Undang nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen memungkinkan penyelesaian sengketa
konsumen diluar pengadilan, hal tersebut disebutkan pada Pasal 45 ayat (1) jo, Pasal
23. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilaksanakan untuk mencapai
                                                          
1Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik IndonesiaNo. 
350/Mpp/Kep/12/2001 Tahun 2001tentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen
2 Az Nasution, Konsumen dan Hukum, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,2004
            3 Celina Tri Siwi Kristianti, Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta : Sinar
Grafika, 2011
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kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai
tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang diderita
oleh konsumen.
BPSK merupakan lembaga atau institusi non-struktural yang memiliki fungsi
sebagai lembaga/institusi yang menyelesaikan permasalahan konsumen di luar
pengadilan. Lembaga ini pun di bentuk oleh Pemerintah dalam rangka menyelesaikan
sengketa konsumen yang terjadi. BPSK berada di bawah naungan Departemen
Perindustrian dan Perdagangan sedangkan operasionalnya dibantu oleh Pemerintah
daerah setempat. Pengusulan pembentukan BPSK di kabupaten/kota kepada
Pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK. Adapun
prinsip BPSK dalam menyelesaikan sengketa, yaitu : mengutamakan musyawarah,
cepat, murah dan adil. Keberadaan BPSK diharapkan mampu memberikan konsultasi
seputar masalah perlindungan konsumen, dan menjembatani setiap adanya sengketa
yang timbul dari kedua belah pihak serta mampu menyelesaikan tugasnya dalam hal
menerima pengaduan dari masyarakat.
Berdasarkan penjelasan UUPK pasal 45 ayat (2) penyelesaian sengketa 
konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan 
penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan 
untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. 
Penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha 
dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen dan tidak bertentangan dengan UU ini. Berdasarkan ketentuan pasal 45 
ayat (2) UUPK dihubungkan dengan penjelasannya, maka penyelesaian sengketa 
konsumen dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut4 : 
                                                          
4 Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Bandung : PT 
Citra Aditya Bakti, 2000, h. 239 -240.
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a) Penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan
pengadilan atau pihak ketiga yang netral. 
b) Penyelesaian melalui pengadilan. 
c) Penyelesaian di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen
Pada prinsipnya setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku 
usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan 
pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. 
Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, 
maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut 
dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.
2. Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar
PN Makassar terletak di Jalan R.A Kartini No. 18/23, Kec. Makassar, 
Sulawesi Selatan 90111. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai tempat mencari 
keadilan PN Makassar memiliki hakim yang berjumlah 23 orang, yang terdiri dari, 
hakim pada umumnya berjumlah 13 orang, hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan 
Industrial (PHI) berjumlah 5 (lima) orang, hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi 
(Tipikor) yang berjumlah 5 (lima) orang.5
Dari data yang diperoleh penyusun, pada tahun 2014 tercatat 7660 perkara 
yang sedang diproses, kemudian tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu 8053 
perkara. Adapun jumlah perkara yang telah diputus pada tahun 2014 adalah sebanyak 
6330 perkara dari 7660 perkara, sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 7824 perkara 
yang telah diputus dari 8053 perkara.
                                                          
5Rianto Adam Pontoh, (53 Tahun), Hakim PN Makassar, Wawancara, Makassar, 8 Maret 
2016.
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Pada saat penyusun melakukan penelitian tercatat 46 perkara yang masuk dan 
17 yang telah diselesaikan pada bulan Januari, dan pada bulan Februari dari 29 
perkara yang masuk tercatat 23 perkara yang telah diputus.
B. Aturan hukum tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen
1. Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK
Tata cara penyelesaian sengketa BPSK diatur dalam UUPK jo  
Kepmenperindag No.350/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang.
Proses penyelesaiannya pun diatur sangat sederhana dan sejauh mungkin dihindari
suasana formal. Mengajukan gugatan ke BPSK, dapat dilakukan sendiri atau
kuasanya atau ahli warsinya, secara tertulis kesekretarian BPSK, sekretariat akan
memberikan tanda terima, bila permohonan diajukan secara lisan maka sekretariat
akan mencatat permohonan tersebut dalam sebuah formulis yang disediakan secara
khusus dan dibubuhi tanggal dan nomot registrasi.
Catatan yang penting, permohonan harus lengkap, karena jika tidak ketua
BPSK akan menolak permohonan tersebut. Pemanggilan pelaku usaha, dibuat surat
panggilan yang memuat hari, tanggal, jam dan tempat persidangan
serta kewajibannya untuk memberikan jawaban terhadap penyelesaian sengketa
konsumen untuk diajukan pada persidangan pertama.
Jika pada hari pertama pelaku usaha tidak hadir tidak memenuhi panggilan,
pelaku usaha dapat dipanggil sekali lagi, jika tetap tidak hadir maka BPSK dapat
meminta bantuan penyiidik untuk menghadirkan pelaku usaha tersebut.Jika pelaku
usaha hadir, maka konsumen memilih cara penyelesaian sengketeanya yang harus
disetujui oleh pelaku usaha, yakni yang bisa dipilih adalah konsiliasi, mediasi dan
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arbitrasi. Jika yang dipilih para pihak adalah konsiliasi atau mediasi, maka ketua
BPSK segera menunjuk majelis sesuai ketentuan untuk ditetapkan sebagai konsiliator
atau mediator. Jika yang dilipilih adalah arbitrasi,maka prosedurnya adalah para
pihak memilih atbiter ketiga dari anggota BPSK yang berasal dariunsur pemerintah
sebagai ketua majelis6.
Persidangan dilaksanakan selambat-lambatnya hari kerja ke-7terhitung
sejak diterimanya permohonan.Tahap persidangan ini meliputi tiga hal, yakni
persidangan secara konsiliasi, mediasi atau arbitrasitergantung dari cara yang dipilih
oleh yang bersengketa. Persidangan dengan cara konsiliasi. konsiliasi adalah proses
penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang
netral dan tidak memihak, pihak ini disebut konsiliator.
Konsiliator hanya melakukan tindakan seperti mengatur waktu dan tempat
pertemuan para pihak, mengarahkan subjek pembicaraan, membawa pesan dari satu
pihak ke pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung oleh
para pihak. Penyelesaian sengketa model ini mengacu pada konsensus antara pihak,
dimana pihak netral dapat berperan secara aktif maupun tidakaktif.
Konsiliator dapat mengusulkan pendapatnya, namun tidak berwenang
memutus perkaranya. Penyelesaian sengketa konsumen melalui konsiliator ini
dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa dengan didampingi majelis BPSK
yang bertindak pasif sebagai konsiliator. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses
penyelesaian sengketa kepada para pihak, baik mengenai bentuk maupun jumlah
kerugian. Hasil musyawarah yang merupakan kesepakatan anta konsumen dan pelaku
                                                          
6 Yusuf shofie. Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut UUPK, Teori dan Peraktek 
Penegakan Hukum. Cet ke-1 (PT Citra Aditya Bakti, 2003) hal-37
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usaha yang bersengketa selanjutnya dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang
ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan diserahkan kepada majelis
untuk dituangkan dalam keputusan majelis BPSK yang menguatkan
perjanjian tersebut.
Selain dengan cara konsiliasi, persidangan dengan cara mediasi merupakan
proses negosiasi penyelesaian sengketa atau pemecahan masalah dimana pihak-pihak
ketiga yang tidak memihak bekerjasama dengan para pihak
yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan, p
ihak ini disebut mediator. Mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan
sengketa, melainkan hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan yang diserahkan kepadanya.
Kesepakatan dapat terjadi dengan mediasi, jika para pihak yang bersengketa
berhasilmencapai saling pengertian dan bersama-sama merumuskan penyelesaian
sengketa dengan arahan konkret dari mediator. Mediator menyerahkan sepenuhnya
proses penyelesaian sengketa kepada para pihak, baik mengenai bentuk maupun
besarnya ganti kerugian atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulangnya
kembali kerugian konsumen. Hasil musyawarah merupakan kesepakatan antara
konsumen dengan pelaku usaha. Selanjutnya dibuat dalam bentuk perjanjian,
ditandatangani oleh para pihak dan diserahkan kepada majelis BPSK untuk
dikukuhkan dalam keputusan majelis BPSK untuk menguatkan perjanjian tersebut.
Putusan tersebut mengikat kedua belah pihak dana mediasi tidak memuat sanksi
administratif.
Persidangan dengan cara arbitrase menurut UU No. 30 tahun 1999 tentang
arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan, yang
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang
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bersengketa. Arbitrase ini adalah bentuk alternatif paling formal untuk menyelesaikan
sengketa sebelum bertlitigasi. Pada proses ini pihak yang bersengketa mengemukakan
masalah mereka kepada pihak ketiga yang netral dan memberinya wewenang untuk
memberi keputusan.
Putusan BPSK dengan cara konsiliasi atau mediasi, putusan ini pada dasarnya
hanyamengkukuhkan isi perjanjian perdamaian yang telah disetujui dan
ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan BPSK dengan cara
arbitrasi, seperti halnya putusan perkara perdata, memautduduknya perkara dan
pertimbangan hukumunya.
Putusan majelis BPSK sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk
mencapai mufakat, namun jika telah diusahakan sungguh-sungguh ternyata hasilnya
tidak berhasil mencapai mufakat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak.
Keputusan mediasi dan konsiliasi tidak memuat sanksia dministratif sedangkan
arbitrase dibuat dengan putusan majelis dan ditanda tangani oleh ketua dan anggota
majelis, keputusan majelis dalam arbitrase dapat memuat sanksi administratif.
Putusan BPSK dapat memuat; perdamaian, gugatan ditolak atau gugatan dikabulkan.
Problematika hukum muncul, dengan mengacu pada ketentuan pasal 54 ayat 3 UUPK
maupun pasal 42 ayat 1 keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor
350/MPP/Kep/12/2001 tersebut, putusan BPSK, adalah final dan mengikat dan tidak
dimungkinkan lagi untuk mengajukan banding atau keberatan.
Sebaliknya, dalam pasal 56 ayat 2 UUPK, masih dibuka peluang untuk
mengajukan keberatan kepada pengadilan negari, dalam tenggang waktu 14 hari
setelah putusan BPSK itu diberitahukan. Adanya kendala-kendala yang
dihadapi BPSK dalam mengimplementasikan UUPK, yakni ; kendala kelembagaan
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/institusional yaitu eksistensi BPSK yang hanya ada dan aktif
berjalan dibeberapa kota saja, ada beberapa argumentasi bahwa BPSK bukanlah
badan yang menjalani fungsi yudisial sepenuhnya, ketiga cara penyelesaian sengketa
yang diutarakan di atas padahakikatnya merupakan pilihan penyelesaian sengketa
yang dilakukan secara nonlitigasi.
Secara struktural BPSK dibawah departemen perdagangan sehingga
menjalankan tugasnya masih melekat kewenangan eksekutif sehingga secara tidak
langsung membuka kemungkinan munculnya kendala-kendala dalam melaksanakan
tugas-tugas judisial. Kendala pendanaan, kendala SDM BPSK,
kendala peraturan, kendala pembinaan dan pengawasan serta tidak adanya koordinasi
aparat penanggungjawabnya, kurangnya respons dan pemahaman dari peradilan terha
dap kebijakan perlindungan konsumen, kurangnya sosialisasi dan rendahnya tingkat k
esadaran hukum konsumen, kurangnya respons masyarakat terhadap UUPK dan
lembaga BPSK.
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu majelis BPSK Kota
Makassar, yaitu Bapak Rustan7 ia mengatakan bahwa setiap sengketa konsumen yang
ditangani oleh BPSK, dilakukan tidak sesuai dengan undang-undang. Seperti yang
telah dijelaskan diatas bahwa proses penyelesaian sengketa konsumen dilakukan
dengan tiga cara yaitu, konsiliasi, mediasi, arbitrase, dan pihak yang bersengketa
berhak memilih diantara proses tersebut. Menurut beliau majelis BPSK lebih
cenderung memberikan solusi atau jalan keluar bagi para pihak tanpa memberikan
piihan proses penyelesaian sengketa sepertia apa yang ingin mereka tempuh8.
                                                          
7 Rustan, Majelis BPSK Kota Makassar, Wawancara, Makassar. 18 Februari 2016
8 Rustan, Majelis BPSK Kota Makassar, Wawancara, Makassar. 18 Februari 2016
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Hal ini tentu saja bertentangan dengan tata cara penyelesaian sengketa yang
telah ditentukan oleh undang-undang yang dimana para pihak berhak memilih proses
penyelesaian seperti apa yang akan ditempuh. Relevan dengan pendapat Rustan
penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa BPSK Kota Makassar melakukan proses
penyelesaian sengketa belum sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen.
Setelah membahas proses penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota
Makassar, bapak Rustan kembali menjelaskan bahwa dalam hal melindungi
konsumen BPSK sangat berperan penting dilihat dari fungsi dan wewenangnya dan
juga sebisa mungkin kami melindungi hak-hak konsumen tanpa melupakan
kewajibannya. Hal ini sejalan dengan putusan yang dikeluarkan oleh BPSK Kota
Makassar dengan nomor register 01/Arbt/BPSK/XII/2011
Badan penyelesaian sengketa konsumen Kota Makassar menerima, memeriksa
dan menyelesaikan perkara sengketa konsumen dengan memutuskan hukum dalam
Sidang Arbitrase sebagaimana uraian dibawah ini
                                           A N T A R A
Hasri, Umur 56 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta,
Bertempat tinggal/beralamat di Jalan Mallengkeri III Blok A.17 Makassar, untuk
selanjutnya disebut Konsumen/Pengadu Penggugat
       M E L A W A N
PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, Jalan Jend. Sudirman No. 68 Makassar,
dalam hal ini diwakili oleh Pahang Z. Kumboro dan R.Bagus Dwiantho, SH masing-
masing bertindak dan mewakili PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, selaku Operation
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Head dan National Litigation Head ACC untuk selanjutnya disebut Pelaku
Usaha/Teradu
1. Posisi Kasus
Awal kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2011  sekitar pukul
10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di
rumah konsumen.Pelaku usahaPT. Astra Sedaya Finance berkedudukan di Jakarta
Jln. TB. Simatupang No. 90 Tanjung Barat, Jakarya 12530. Dengan sengaja tidak
beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Kepada konsumen yakni HASRI
56 tahun oleh pelaku usaha dengan cara sebagai berikut:
Awalnya konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan hukum dalam hal
pemberian pinjaman pembiayaan (kredit leasing) untuk pembelian sebuah kendaraan
bermotor roda empat yang dituang dalam perjanjian dengan jaminan fiducia. Pada
pembayaran utang awal bulan berjalan sampai angsuran ke 10 konsumen masih dapat
melaksanakan kewajibannya tanpa cacat prestasi. Sampai pada angsuran ke 11
konsumen mengalami kesulitan keuangan sehingga menunggak pembayaran sebesar
Rp.4.277.000,- sehingga konsumen dibebani kewajiban membayar kedepan dua kali
angsuran. Selain kewajiban membayar lunas utang tunggakan tersebut, konsumen
juga dikenakan kewajiban baru berupa penalty tambahan atas tunggakan utang
sebesar Rp. 1.800.000 yang kemudian ditolak oleh konsumen karena dianggap tidak
pernah diperjanjikan sebelumnya. Adanya kewajiban tambahan yang tidak ada dalam
perjanjian pembiayaan sebelumnya membuat hubungan Konsumen dan Pelaku usaha
semakin menjadi tidak harmonis yang menyebabkan terjadinya perselisihan hukum.
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2. Amar Putusan
Adapun yang telah menjadi amar putusan dalam perkara sengketa konsumen
ini adalah sebagai berikut :
1. Menyatakan pelaku usaha tidak hadir dalam sidang arbitrase meskipun
telah dipanggil sah dan patut sebanyak tiga (3) kali.
2. Mengabulkan gugatan pengadu konsumen tanpa hadirnya pelaku usaha.
3. Mengabulkan tuntutan kerugian pengadu konsumen untuk sebagian
berupa pengembalian uang secara tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima
juta rupiah) yang telah diterima pelaku usaha dalam hubungan transaksi pemberian
kredit pembiayan dengan jaminan fiducia.
4. Menyatakan pelaku usaha telah melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
5. Menghukum pelaku usaha untuk membayar biaya sengketa yang
ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
6. Menolak tuntutan konsumen untuk sebagian.
3. Analisis Penulis Terhadap Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen di
BPSK Kota Makassar
Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang wanprestasi pelaku
usaha. Dimana yang menjadi tergugat adalah PT. ASTRA SEDAYA FINANCE telah
terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun
1999 tentang perlindungan konsumen. Yang dimana pelaku usaha memberikan biaya
tambahan kepada konsumen sehingga konsumen merasa diberatkan. Biaya tambahan
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tersebut tidak ada dalam perjanjian kedua belah pihak. Sehingga konsumen
menempuh upaya hukum dengan cara melaporkan ke BPSK dengan maksud
pengaduan adalah menuntut ganti kerugian.
4. Pertimbangan Majelis BPSK Dalam Memutus Perkara Perdata Terhadap Putusan
Nomor 01/Arbt/BPSK/XII/2010
Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh majelis dalam memutus suatu
sengketa. Dalam pengambilan keputusan ini hendaknya majelis dapat melihat dengan
cermat kesesuaian faktor-faktor yang ada dengan bukti-bukti yang dihadirkan di
persidangan sehingga dalam menjatuhkan suatu keputusan tidak menyinggung dari
yang seharusnya dan tidak melanggar hak dan kewajiban dari kedua belah pihak
Pertimbangan Majelis BPSK Kota Makassar yang memeriksa dan menyelesaikan
perkara sengketa konsumen ini pada dasarnya berlandaskan pada fakta-fakta yang
terungkap dimuka persidangan berupa;
i.Keterangan penggugat
ii.Dalam melaksanakan perjanjian pembiayan dengan jaminan Fiducia tersebut,
disatu pihak, konsumen terlambat melakukan pembayaran angsuran, sementara pada
lain pihak, terdapat penyalahgunaan keadaan (undue influence) baik psikis maupun
ekonomis, dimana konsumen yang lemah secara ekonomi berada dalam tekanan dan
paksaan untuk mematuhi kewajiban baru yang tidak pernah diperjanjikan sebelumnya
berupa kewajiban penalty tambahan atas tunggakan utang yang ditetapkan sepihak
oleh Pelaku Usaha sebesar Rp. 1.800.000,-
iii.Dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan
fiducia dimaknai bijak bahwa sepanjang Konsumen masih beritikad baik ingin
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memperbaiki prestasinya, maka pelaku usaha patut pula memberi ruang dan waktu
untuk itu.
Dalam kaidah hukum perlindungan konsumen tidak dikenal adanya “lembaga
wanprestasi” bagi konsumen yang beritikad baik. Konsumen telah mengajukan
permintaan penjadwalan ulang terhadap semua kewajibannya yang lalai
dilaksanakan. Namun, permintaan Konsumen tersebut ditolak oleh Komite Kredit PT.
ASTRA SEDAYA FINANCE yang berkedudukan di Jakarta.
5. Analisis penulis terhadap pertimbangan Majelis BPSK Kota Makassar
Dalam memutus perkara sengketa konsumen Majelis BPSK mngambil
beberapa pertimbangan yang telah penulis jelaskan diatas. Majelis BPSK mengambil
pertimbangan berdasarkan fakta-fakta dan beracuan pada UUPK, yang berupaya
untuk melindungi hak-hak konsumen tetapi tidak melupakan kewajiban konsumen.
Sebagaimana pertimbangan diatas jelas bahwa pelaku usaha sebagai tergugat telah
melakukan penyalahgunaan keadaan yang dimana adanya kewajiban tambahan untuk
konsumen yang tidak terdapat dalam perjanjian pembiayaan
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Negeri
Menurut Pasal 48 Undang-undang Nomor 1999 tentang perlindungan 
konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada 
ketentuan tentang peradilan umum. Ini berarti hukum acara yang dipakai dalam tata 
cara persidangan dan pemeriksaan perkara adalah berdasarkan Herzine Inland 
Regeling (HIR) atau Rechtsreglemen Buitengewesten (RBg), yang mana keduanya 
pada dasar tidak mempunyai perbedaan yang mendasar (prinsipil)9.
                                                          
9 Sudikno Martolusuma, Hukum Acara Perdata Indonesia. (Liberty yogyakarta, , 1988) h 35
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Pengajuan gugatan dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, di 
kenal asas Hakim bersifat menunggu atau pasif. Artinya bahwa inisiatif berperkara 
datang dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dimana hal tersebut diatur dalam
Pasal 1865 KUH Perdata, yaitu setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai 
sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak 
orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau 
peristiwa tersebut. Kemudian dapat di lihat bahwa dalam rumusan pasal 1865 KUH 
Perdata tersebut mengandung beberapa makna, yang mana makna tersebut terdiri 
dari10 : 
1) Seseorang dapat mengajukan suatu peristiwa, dalam hal ini wanprestasi 
atau perbuatan melawan hukum, untuk menunjukkan haknya. 
2) Peristiwa yang diajukan itu harus dibuktikan.      
Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa di dalam persidangan perdata para 
pihak yang merasakan atau mendapatkan kerugian yang ditimbulkan dari akibat 
adanya hubungan hukum, berhak mengajukan penuntutan di depan persidangan 
dengan memberikan bukti-bukti yang berhubugan dengan persoalan yang terjadi. Hal 
ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam Udang perlindungan konsumen. 
Di mana tepatnya di dalam pasal 46 UUPK No 8 Tahun 1999, menyebutkan bahwa : 
Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
a. Seseorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; 
b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; 
c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, 
yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya 
                                                          
10 Redaksi Aksara, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yogyakarta : Redaksi Aksara 
sukses, 2013, h 470
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menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut
adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan 
kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; 
d. Pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang dan atau jasa yang 
dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar 
dan/atau korban yang tidak sedikit. 
Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan 
konsumen swadaya masyarakat, atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.  Ketentuan lebih 
lanjut menegenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan peraturan 
pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan di atas, yang dapat mengajukan 
gugatan dalam ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah setiap 
konsumen yang dirugikan, ahli warisnya, baik berupa perseorangan maupun 
kelompok, lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat dan pemerintah.
Dengan pertimbangan Majelis BPSK pelaku usaha dalam hal ini sebagai 
Tergugat ingin mengajukan banding karena pelaku usaha merasa BPSK Kota 
Makassar tidak berwenang mengadili perkara ini yang dimana hubungan hukum 
antara Penggugat dan Tergugat berawal dari perjanjian hutang piutang secara Fiducia 
dan penyelesaiaannya harus melalui jalur badan peradilan umum.
Adapun yang telah menjadi amar putusan dalam perkara sengketa konsumen 
ini adalah sebagai berikut :
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1. Amar Putusan
M E N G A D I L I
1. Menyatakan gugatan penggugat / termohon keberatan tidak dapat 
diterima;
2. Membatalkan Putusan BPSK Nomor 01/Arbt/BPSK/XII/2010 untuk 
seluruhnya.
3. Menghukum penggugat / Termohon keberatan untuk membayar biaya 
perkara menurut hukum.
Serta;
Mengadili Sendiri;
1. Menyatakan Pemohon Keberatan/Tergugat adalah pelaku usaha yang 
beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum
2. Menyatakan Termohon Keberatan/Penggugat Wanprestasi dengan tidak 
melaksanakan kewajiban tepat waktu berdasarkan perjanjian pembiayaan 
Nomor 01.600.801.00.094748.9 Tertanggal 18 Juli 2009 Akta Jaminan 
Fidusia Nomor 174 tanggal 27 Januari 2010
3. Menghukum Termohon Keberatan/Penggugat untuk membayar seluruh 
biaya perkara yang timbul dari perkara ini.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan negeri Makassar Dalam 
Memutus Perkara Perdata Terhadap Putusan Nomor 01/PDT.BPSK/2011/PN.MKS
1. Pemohon Keberatan mengajukan bukti-bukti surat yaitu p-1 dan p-4
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2. Termohon Keberatan ingkar dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan 
Perjanjian pembiayaan
3. Fakta yang disampaikan termohon keberatan tidaklah mempunyai dasar 
hukum yang cukup apalagi kuat, maka jelaslah bahwa gugatan penggugat tersebut 
adalah gugatan yang tidak jelas atau vague/kabur (een duideljke en bepaalde 
condusie). 
4. Telah bertentangannya putusan BPSK a quo dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan 
wewenang BPSK yang melandasinya karena telah terlampauinya BPSK Kota 
Makassar dalam memberikan putusan maka putusan BPSK a quo dibatalkan.
3. Analisis Penulis Terhadap Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen di
Pengadilan Negeri Makassar
Dalam hal ini pelaku usaha selaku Pemohon Keberatan mengajukan banding 
ke Pengadilan Negeri Makassar. Berdasarkan amar putusan diatas penulis 
berpendapat bahwaupaya hukum yang dilakukan konsumen dengan mengajukan 
pengaduan gugatan ke BPSK Kota Makassar adalah pilihan sukarela berdasarkan 
kehendak bebas memilih sarana penyelesaian sebagaimana dimaksud pada pasal (4) 
ayat (2) UUPK serta sejalan dengan ketentuan pasal 118 ayat (4) HIR / Pasal 142 
Rbg. Judex facti dalam mengadili dan memutuskan sengketa ini tidak menegaskan 
Asas peradilan yang jujur dan tidak memihak serta cenderung memihak kepada 
pemohon keberatan. Dapat dicermati pada pertimbangan hukum yang mengatakan 
BPSK Kota Makassar tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa ini karena 
merupakan sengketa utang-piutang yang bersifat perdata dan menjadi wewenang 
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Pengadilan Negeri. Menurut penulis majelis hakim tidak berdasar hukum jika 
menafsirkan bahwa BPSK Kota Makassar tidak berwenang mengadili sengketa utang 
piutang antara termohon keberatan/konsumen dengan pemohon keberatan/pelaku 
usaha. Jika ditinjau dari aspek hukumnya, hubungan utang piutang para pihak juga 
merupakan sengketa konsumen.
C. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen
1. Melanjutkan/membatalkan Perjanjian
Tanggung jawab menurut kamus bahasa indonesia adalah, keadaan wajib 
menaggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus umum 
bahasa indonesia adalah berkewajiban menanggung,memikul, menanggung segala 
sesuatunya, dan menanggung akibatnya11. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia 
akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. 
Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadarankan kewajiban12. 
Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, 
bahwa setiap manusia di bebani dengan tanggung jawab, apabila dikaji tanggung 
jawab itu adalah kewajiban yang harus di pikul sebagai akibat dari perbuatan pihak 
yang berbuat. Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab, manusia merasa 
bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan 
menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan13.
Teori hukum Hans kelsen Suatu konsep yang terkait dengan konsep 
kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability). Seseorang yang 
bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan 
                                                          
11 Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka 
2010, h 165
12 Bagus Arif Andrian Manusia dan Tanggungjawab, Jakarta : Sinar Grafika 2011
13Ibid.,
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suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/ berlawanan hukum. Sanksi 
dikenakan karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut 
bertanggungjawab14. Tanggung jawab pada perjanjian dapat berupa 
membatalkan/melanjutkan perjanjian dan ganti kerugian. 
Pengertian pembatalan di sini bukanlah pembatalan karena tidak memenuhi 
syarat subyektif dalam perjanjian, tetapi karena debitur telah melakukan wanprestasi. 
Jadi, pembatalan yang dimaksudkan adalah pembatalan sebagai salah satu 
kemungkinan yang dapat dituntut kreditur terhadap debitur yang telah melakukan 
wanprestasi15. Selain dapat mengajukan tuntutan pembatalan, kreditur dapat pula 
mengajukan tuntutan yang lain yaitu pembatalan perjanjian dan ganti kerugian, ganti 
kerugian saja, pemenuhan perikatan atau pemenuhan perikatan dan ganti kerugian. 
Namun, perlu juga dikemukakan di sini bahwa sementara ahli ada yang menyebut 
dengan istilah pemutusan perjanjian untuk maksud yang sama dengan pembatalan 
perjanjian16.
Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang 
bertimbal-balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal 
yang demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus 
dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat 
batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Jika 
syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim adalah leluasa untuk menurut 
keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih 
                                                          
14Hans kelsen diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien Teori Hans Kelsen Mengenai 
Pertanggungjawaban,  Bandung : Penerbit Nusa Media 2013 h 141
15 Munir Fuady, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti 2011
16 Munir Fuady, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti 2011
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juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana, namun itu tidak boleh lebih dari 
satu bulan. 
Perumusan Pasal 1266 BW di atas ini ternyata mengandung berbagai macam 
kontradiktif dan menimbulkan kesan sedemikian rupa, seakan-akan perjanjian batal 
dengan sendirinya kniena hukum begitu debitur melakukan wanprestasi, padahal 
pembatalan perjanjian tersebut harus dimintakan hakim. Selain itu, juga 
menimbulkan kesan seakan akan debitur juga berhak menuntut pembatalan 
perjanjian, padahal menurut Pasal 1266 BW itu yang berhak menuntut pembatalan 
perjanjian hanyalah kreditur. 
2. Ganti Kerugian
Dalam penerapan ketentuan yang berada dalam lingkungan hukum privat 
tersebut, terdapat perbedaan esensial antara tuntutan ganti kerugian yang didasarkan 
pada wanprestasi dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan 
melanggar hukum17. Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, 
maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dengan konsumen) terikat 
suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam 
perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan 
wanprestasi18.
Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat 
tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban sampingan (kewajiban atas 
prestasi atau kewajiban jaminan/garansi) dalam perjanjian. Bentuk-bentuk 
wanprestasi dapat berupa19:
                                                          
17 Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Jakarta 
: PT. Rajagrafindo Persada, 2013, h 72
18ibid
19 Purwahid Patrik, Dasar-dasar hukum perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan
dari Undang-undang), Bandung : Mandar Maju, 1994, h 11
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1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi;
3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya
Terjadinya wanprestasi pihak debitur dalam suatu perjanjian, membawa akibat
yang tidak mengenakkan bagi debitur karena debitur harus20
1. Mengganti kerugian;
2. Benda yang menjadi objek perikatan sejak terjadinya wanprestasi menjadi   
tanggung gugat debitur;
3. Jika perikatan itu timbul dari perikatan timbal balik, kreditur dapat minta 
pembatalan (pemutusan) perjanjian.
Sedangkan untuk menghindari terjadinya kerugian bagi kreditur karena 
terjadinya wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut salah satu dari lima 
kemungkinan21:
1. Pembatalan (pemutusan) perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian;
3. Pembayaran ganti kerugian;
4. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian;
5. Pemenuhan perjanjain disertai ganti kerugian.
Dalam tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi kewajiban untuk 
membayar ganti kerugian tidak lain daripada akibat penerapan ketentuan dalam 
perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua pihak secara suka rela 
tunduk berdasarkan perjanjiannya. Dengan demikian, bukan undang-undang yang 
menuntut apakah harus dibayar ganti kerugian atau berapa besar ganti kerugian yang 
                                                          
20ibid
21 Purwahid Patrik, op.cit., h 12
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harus dibayar melainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta 
besarnya ganti kerugian yang harus dibayar.
Disamping ketentuan yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat oleh para 
pihak, ketentuan ganti kerugian yang bersumber dari hukum pelengkap juga harus 
mendapat perhatian, seperti ketentuan tentang wanprestasi dan cacat tersembunyi 
serta ketentuan lainnya. Ketentuan-ketentuan ini melengkapi ketentuan yang telah 
disepakati oleh kedua belah pihak, dan ketentuan ini hanya dapat dikesampingkan 
jika para pihak menjanjikan lain22.
Dengan mengkaji pasal demi pasal dalam UUPK, tampak bahwa beberapa 
ketentuan yang tertera dalam UU tersebut sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis, 
walaupun dengan redaksi yang berbeda akan tetapi substansi dan tujuannya adalah 
sama yaitu untuk melindungi konsumen. Hal ini dapat terlihat dari aturan-aturan 
mengenai keharusan beritikad baik dalam melakukan usaha (pasal 7 huruf a ), jujur 
(pasal 7 huruf b), jujur dalam takaran atau timbangan (pasal 8 ayat (1), huruf a, b, c, 
d, e), menjual barang yang baik mutunya (pasal 8 ayat (2, 3, 4)), larangan 
menyembunyikan barang yang cacat (pasal 8) dan lain sebagainya. 19 Itikad baik 
dalam bisnis merupakan hakekat dari bisnis itu sendiri. Itikad baik akan menimbulkan 
hubungan baik dalam usaha23.
Dengan itikad baik pelaku usaha tidak akan melakukan usaha yang merugikan 
pihak lain. Dalam Islam itikad baik diwujudkan dalam dua bentuk yaitu itikad baik 
                                                          
22 J.M. Van dunne dan Van der burght, Perbuatan melawan hukum, Terjemahan KPH 
Hasporo Jayaningprang, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia-Proyek Hukum 
perdata, Ujungpandang, 1998, h 1-2
23 Neni Sri Imaniyati ,Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan, Bandung : 
Mandar Maju, 2002, h. 177.
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menuntut seseorang berbuat baik kepada orang lain, dan menuntut agar tidak berbuat 
jahat/ merugikan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an : an nisa 29
                     
   
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku 
dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu24
Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada 
transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi 
muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan 
sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, 
memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain 
dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari’at. Kita boleh 
melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas 
saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, 
baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh.
Konsumen menjadi obyek aktifitas bisnis untuk mendapat keuntungan 
sebesar-besarnya. Perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan 
Undang-Undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan 
komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif. Undang-undang tentang 
Perlindungan Konsumen ini mengacu pada filosofi pembangunan nasional, bahwa 
pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan 
                                                          
24 Kementrian agama RI. Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid. Jawa Barat. Sygma creative media 
corp. 2014, h. 60
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perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia 
Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia 
yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-undang Dasar 1945.
Penyusunan UU No 8 Tahun 1999 dilatarbelakangi oleh pemikiran untuk 
meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan meningkatkan kesadaran, 
pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi 
dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. 
Berdasarkan pemikiran tersebut diperlukan perangkat peraturan perundang-
undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen 
dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Berdasarkan pasal 
1365 KUHPer : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian bagi 
orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya mengakibatkan kerugian itu, 
mengganti kerugian.” Pasal ini memberi perlindungan kepada seseorang terhadap 
perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) orang lain. 
Unsur penting dalam pasal ini ialah perbuatan melawan hukum yang pada 
zaman dulu ditafsirkan secara sempit, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan UU 
atau Peraturan Perundangan. Tetapi kemudian H.M.N. Purwosutjipto memberikan 
tafsiran lebih luas yakni perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggar25 : 
a. Hukum atau Peraturan Perundangan. 
b. Hak orang lain. 
c. Wajib hukumnya sendiri (si pembuat). 
d. Keadilan dan kesusilaan 
                                                          
25 1 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok HukumDagang Indonesia Pengetahuan Dasar 
HukumDagang, Jakarta : Djambatan, 1993, h. 135-136
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e. Kepatutan yang layak diindahkan dalam pergaulan masyarakat, terhadap 
orang atau barang.
Berdasarkan KUHPer tersebut kedudukan konsumen sangat lemah dibanding 
produsen. Salah satu usaha untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan 
konsumen adalah dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum 
tentang tanggung jawab produsen. Dengan diberlakukannya prinsip tanggung jawab 
mutlak diharapkan pula para produsen menyadari betapa pentingnya menjaga kualitas 
produk yang dihasilkan, para produsen akan lebih berhati-hati dalam memproduksi 
barang. 
Demikian juga bila kesadaran para produsen terhadap hukum tentang 
tanggung jawab produsen tidak ada, dikhawatirkan akan berakibat tidak baik terhadap 
perkembangan dunia industri nasional maupun terhadap daya saing produk nasional 
di luar negeri. Namun demikian, dengan memberlakukan prinsip tanggung jawab 
mutlak dalam hukum tentang product liability tidak berarti pihak produsen tidak 
mendapat perlindungan, pihak produsen masih diberi kesempatan untuk 
membebaskan dari tanggung jawabnya dalam hal-hal tertentu yang dinyatakan dalam 
undang-undang. 
Dengan penerapan tanggung jawab mutlak produk ini, pelaku usaha pembuat 
produk atau yang dipersamakan dengannya, dianggap bersalah atas terjadinya 
kerugian pada konsumen pemakai produk itu, kecuali apabila ia dapat membuktikan 
keadaan sebaiknya, yaitu bahwa kerugian yang terjadi tidak dapat dipersalahkan 
kepadanya. Tanggung jawab produk, tanpa kesalahan, merupakan doktrin hukum 
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yang masih baru dan merupakan perluasan dari tanggung jawab perbuatan melawan 
hukum26. Kriteria perbuatan melawan hukum adalah27 : 
1. Pelanggaran hak-hak. Hukum mengakui hak-hak tertentu baik mengenai 
hak-hak pribadi maupun hak-hak kebendaan dan akan melindunginya dengan 
memaksa pihak yang melanggar itu supaya membayar ganti rugi kepada pihak yang 
dilanggar haknya.
2. Unsur kesalahan. Pertanggungjawaban pada kesalahan perdata 
memerlukan unsur kesalahan atau kesengajaan pada pihak yang melakukan 
pelanggaran. 
3. Kerugian yang diderita oleh penggugat. Suatu unsur yang esensial dari 
kebanyakan kesalahan perdata adalah bahwa penggugat harus 
4. Sudah menderita kerugian fisik atau finansial sebagai akibat dari 
perbuatan tergugat. 
Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seorang konsumen 
bila dirugikan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, dapat menggugat pihak yang 
menimbulkan kerugian itu. Dengan kualifikasi gugatan wanprestasi atau perbuatan 
melawan hukum. Karena kerugian yang dialami konsumen, tidak lain karena tidak 
dilaksanakannya prestasi oleh pengusaha.
Penuntutan karena wanprestasi dan karena onrechtmatige daad (perbuatan 
melawan hukum) pelaksanaannya berbeda yakni 28: 
                                                          
26  A.Z Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Widya, h, 243.
27 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Bandung : Penerbit Alumni, 1986, h. 199-
200.
28 M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum Tanggung Gugat untuk Kerugian 
yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta : Pradanya Paramita, 1979, h. 34-35.
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3. Dalam aksi karena onrechtmatige da  ad maka si penuntut harus 
membuktikan semua unsur-unsur yakni antara lain bahwa ia harus membuktikan 
adanya kesalahan pada si pelaku. Dalam aksi karena wanpresptasi maka si penuntut 
umum menunjukkan adanya wanprestasi, sedang pembuktian bahwa tentang tidak 
adanya wanprestasi dibebankan pada si pelaku. 
4. Tuntutan pengembalian pada keadaan semula hanyalah dapat dilakukan 
bilamana terjadi tuntutan karena onrechtmatige daad, sedang dalam tuntutan 
wanprestasi tidak dapat dituntut pengembalian pada keadaan semula. 
5. Bilamana terdapat beberapa debitur yang bertanggung gugat, maka dalam 
hal terjadi tuntutan ganti kerugian karena onrechtmatige daad, masingmasing debitur 
tersebut bertanggung gugat untuk keseluruhan ganti kerugian tersebut. Kalau 
tuntutannya didasarkan pada wanprestasi maka penghukuman masing-masing untuk 
keseluruhannya hanyalah mungkin bilamana sifat tanggung rentengnya dicantumkan 
dalam kontraknya atau bilamana prestasinya tidak dapat dibagi-bagi.
Dengan kualifikasi gugatan ini, konsumen sebagai penggugat harus 
membuktikan unsur-unsur29 : 
a) Adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan barulah merupakan 
perbuatan melawan hukum apabila : bertentangan dengan hak orang lain, 
bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan 
yang baik, bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan 
masyarakat mengenai orang lain atau barang. 
b) Adanya kesalahan/ kelalaian pengusaha/ perusahaan. Dikatakan ada 
kelalaian apabila timbulnya kerugian bagi seseorang atau barang milik orang lain 
disebabkan karena kurang hati-hatinya melakukan suatu perbuatan, atau mengurus 
                                                          
29Ibid., h 35
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sesuatu sebagaimana dikehendaki oleh hukum. Untuk berhasilnya suatu gugatan 
berdasarkan kelalaian, penggugat harus membuktikan tiga unsur penting yaitu : 
pertama, bahwa tergugat dibebankan kewajiban berhati-hati dalam melakukan 
kewajiban hukumnya, kedua, 
c) kewajiban hukum itu dilanggar, ketiga, bahwa akibat pelanggaran itu 
timbul kerugian. 
d) Adanya kerugian yang dialami konsumen. Penggugat harus membuktikan 
bahwa ia menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban berhati-hati 
oleh tergugat. Dalam kerugian itu dapat termasuk kerugian terhadap harta benda, 
kerugian pribadi dan dalam beberapa hal kerugian uang. 
e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan 
kerugian yang dialami konsumen. Apabila tanggung jawab dalam kesalahan perdata 
tergantung pada kerugian, penggugat harus membuktikan bahwa kerugiannya secara 
sah disebabkan oleh perbuatan tergugat.
Konsekuensinya, jika pelaku usaha gagal membuktikan tidak adanya unsur 
kesalahan, maka gugatan ganti rugi penggugat akan dikabulkan dalam hal memiliki 
alasan yang sah menurut hukum.30 Dalam hal yang demikian, selama pelaku usaha 
tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut bukan merupakan kesalahan yang 
terletak pada pihaknya, maka demi hukum pelaku usaha bertanggung jawab dan 
wajib mengganti kerugian yang diderita tersebut.31 Jika pelaku usaha menolak dan/ 
atau tidak memberi tanggapan dan/ atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan 
                                                          
30 Yusuf Shofie, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK Teori dan Praktek 
PenegakanHukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, h.75.
31 Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta : 
PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000, h. 69
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konsumen maka menurut pasal 23 UUPK dapat digugat melalui Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen.32
                                                          
32 Rachmadi Usman, Hukum Ekonomi dalam Dinamika, Jakarta : Djambatan, 2000, h. 223-
224.
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BAB V
        PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Aturan hukum tentang penyelesaian sengketa konsumen sudah 
memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen melalui BPSK dan 
Pengadilan Negeri. BPSK dijadikan pertimbangan oleh hakim pengadilan Negeri.
Namun putusan BPSK tersebut tidak dijadikan dasar pertimbangan hakim.
2. Tanggung jawab terhadap konsumen jika wanprestasi dapat dilakukan 
dengan melanjutkan/membatalkan perjanjian dan mengganti kerugian yang 
ditimbulkan akibat wanprestasi tersebut.
B. Saran
Untuk melindungi konsumen, khususnya terhadap wanprestasi pelaku usaha, 
banyak aspek yang terkait di dalamnya, baik dari segi peraturan maupun 
implementasinya yang harus diperhatikan, antaralain:
a. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen,  belum  adanya  Pasal  
yang  lebih spesifik membahas mengenai sistem tanggung jawab pelaku usaha, 
karena jenis tanggung jawab Pelaku Usaha terdiri dari berbagai jenis.
b. Dengan semakin berkembangnya perubahan zaman,  Undang-Undang  
Perlindungan Konsumen sebaiknya mengikuti perubahan yang ada. Peran Pemerintah 
sebagai regulator diharapkan dapat membuat peraturan- peraturan/kebijakan yang 
berkaitan dengan perlindungan konsumen, Dalam praktiknya, masih belum banyak 
terdapat peraturan pemerintah yang menjadi turunan dari Undang-Undang 
Perlindungan  Konsumen,  seperti  mengenai tanggung jawab pelaku usaha 
wanprestasi.
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